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Abstrak 

Pada peneltian ini membahas tentang penerapan sistem informasi akuntansi dalam 

penggajian dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) pada PT. Putra 

Dumas Lestari. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

menunjukkan bahwa dalam sistem perhitungan penggajian karyawan dilakukan 

disesuaikan dengan jumlah absensi dan skill karyawan. Hal ini dinilai kurang efektif jika 

absensi dilakukan secara manual (dengan tanda tangan karyawan) dan scan finger jika 

terjadi error system. Sedangkan untuk pengenaan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan 

memiliki dua sistem yang berbeda berdasarkan peraturan dan kebijakan terbaru dari 

pemerintah.  
 

Kata kunci: Integrasi, Penggajian, PPh 21. 
 

Abstract 

This study discusses the application of an accounting information system to payroll and the 

imposition of Article 21 Income Tax (PPh Article 21) at PT. Putra Dumas Lestari. The 

results of the study indicate that the employee payroll calculation system is adjusted based 

on the number of absences and employee skills. This is considered ineffective if attendance 

is recorded manually (with employee signatures) and requires fingerprint scanning in case 

of system errors. Meanwhile, the imposition of Article 21 Income Tax on employee salaries 

has two different systems based on the latest government regulations and policies.  
 

Keywords: Integration, Payroll, PPh Article 21. 
 

1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) telah 

menjadi hal yang sangat penting untuk system operasional dan pengambilan keputusan di 

berbagai perusahaan. Tujuan dari SIA adalah untuk mengolah data keuangan dan akuntansi 

serta menciptakan laporan keuangan yang mana bisa manajer atau pihak lain yang 

memiliki kepentingan dalam mengambil keputusan sebuah bisnis (Putri & Syafina, 2018). 

Sistem ini melibatkan informasi seputar pendapatan, pengeluaran, informasi karyawan, 

serta aspek perpajakan dari sebuah perusahaan (Meisyah et al., 2024; Samanto, 2021).  

Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan atas kerja keras 

karyawannya, waktu dan pemikiran dengan berupa gaji, bonus, tunjangan yang sesuai dan 

tepat waktu (Suryanti et al., 2023). Ketelitian dan menghitung gaji yang akan dibayarkan 

merupakan hal yang sangat penting. Bila sering terjadi kesalahan dalam perhitungan gaji 

tentu akan menimbulkan masalah antara perusahaan dengan karyawannya. Solusi terbaik 

yaitu dengan adanya system komputerisasi yang dimana dapat menghasilkan data yang 

benar, cepat dan akurat, sehingga dapat meringankan pekerjaan perhitungan yang 

kompleks dengan kesalahan yang relative kecil (Intishar & Muanas, 2018). Sistem 

informasi penggajian ini juga termasuk didalamnya perhitungan Pajak Penghasilan 

karyawan (Hanum et al., 2022; Siregar et al., 2023). 

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan 

pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Rizqi et al., 2023). Pajak 
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diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang bersifat 

memaksa untuk seluruh warga Negara. Di era modernisasi saat ini, upaya dalam 

memaksimalkan penerimaan pajak bergantung pada sistem teknologi digital untuk 

administrasi perpajakan (Setiabudi, 2019). Apalagi pada saat era Covid-19 pada tahun 

2019, yang dimana beberapa aktivitas di segala sektor kehidupan menjadi terhambat.  

Sistem infomasi akuntansi sangat dibutuhkan pada saat seperti ini. Sehingga 

diperlukannya integrasi. Integrasi adalah proses menggabungkan berbagai subsistem 

menjadi satu sistem yang berfungsi secara bersama-sama (Ferdila & Lailiyah, 2022). 

Dalam konteks sistem informasi akuntansi, integrasi berarti menghubungkan berbagai 

modul seperti penggajian, perpajakan, dan absensi ke dalam satu sistem terpadu untuk 

meningkatkan efisiensi dan akurasi (Langi et al., 2019). Tujuannya ialah agar perusahaan 

dapat bertahan dalam situasi apapun dan dapat menghindari kerugian yang sangat besar. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Mananajer Laparangan PT. Putra Dumas 

Lestari adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Berdasarkan hasil observasi 

yang telah dilakukan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi seperti absensi masih 

menggunakan sistem manual untuk di bagian lapangan yang dinilai masih kurang efektif 

karena masih menggunakan tanda tangan pekerja dan pencatatan manual jika adanya kerja 

lembur. Hal lain juga ditandai dengan adanya sistem pengawasan pada saat absensi secara 

manual masih kurang, keterlambatan penyerahan surat kerja lembur pekerja ke bagian staff 

HRD atau staff personalia, sehingga menyebabkan proses perhitungan penggajian sering 

terlambat dan kurang efektif. Hal itu akan berdampak pada pengenaan pajak penghasilan 

pasal 21 untuk karyawan lapangan. Sehingga PT. Putra Dumas Lestari membutuhkan suatu 

system infomasi penggajian sekaligus perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang cepat 

dan akurat serta dapat mengoptimalkan agar proses kerja personalia dan keuangan menjadi 

lebih efektif dan efisiensi.  

Pengenaan PPh Pasal 21 kini sudah memiliki system informasi akuntansi yang 

terbaru. Berbeda dengan tahun sebelum-sebelumnya, pada awal tahun 2024 telah dirancang 

suatu sistem perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan sistem TER (Tarif Efektif 

Rata-Rata) yang dimana pengenaan PPh pasal 21 dapat dihitung setiap bulannya. Berbeda 

dengan di tahun sebelumya bahwa perhitungan dan pengenaan PPh Pasal 21 dihitung per 

tahun. Maka jika ada penambahan gaji atau tunjangan tidak akan terlihat setiap bulannya 

dikarenakan perhitungan dilakukan pada satu tahun berjalan.  

Sistem absensi dan penggajian manual yang saat ini digunakan oleh PT. Putra Dumas 

Lestari memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Proses manual cenderung rentan 

terhadap kesalahan manusia, seperti kesalahan dalam pencatatan waktu kehadiran 

karyawan dan penghitungan jumlah gaji yang seharusnya dibayarkan. Selain itu, proses 

manual ini sering menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian penggajian setiap 

bulan, yang pada akhirnya dapat menurunkan moral dan kepuasan karyawan. 

Keterlambatan dan ketidakakuratan dalam perhitungan gaji juga berdampak pada 

pelaporan dan pembayaran pajak yang tidak tepat waktu, yang dapat mengakibatkan sanksi 

dan denda dari pihak otoritas pajak.  

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi telah berkembang pesat dan 

menawarkan berbagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses bisnis 

(bahardiansyah et al., 2022; Dwijantara et al., 2021; Sari et al., 2021). PT. Putra Dumas 

Lestari perlu mengadopsi sistem informasi akuntansi yang canggih untuk menggantikan 

sistem manual yang sudah usang. Implementasi sistem informasi akuntansi yang 

terintegrasi akan membantu perusahaan dalam mengelola data absensi, penggajian, dan 

perpajakan dengan lebih efektif (Yusuf, 2024). Sistem ini tidak hanya akan mengurangi 
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kesalahan manusia tetapi juga mempercepat proses penggajian, sehingga karyawan 

menerima gaji tepat waktu. Selain itu, sistem informasi akuntansi yang baik akan 

memudahkan dalam pelaporan pajak yang akurat, sesuai dengan regulasi yang berlaku.  

Regulasi pajak di Indonesia, khususnya yang terkait dengan PPh Pasal 21, terus 

mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan 

pemerintah. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penerapan Tarif Efektif Rata-rata 

(TER) untuk perhitungan pajak penghasilan karyawan (Friska & Kamilah, 2022). 

Penerapan TER memerlukan penyesuaian dalam sistem penggajian dan perpajakan 

perusahaan agar dapat menghitung pajak dengan benar dan memenuhi kewajiban 

perpajakan tepat waktu. PT. Putra Dumas Lestari harus memastikan bahwa sistem 

informasi akuntansi yang digunakan mampu mengakomodasi perubahan regulasi ini dan 

memfasilitasi perhitungan pajak yang sesuai dengan TER. Tanpa penyesuaian ini, 

perusahaan berisiko tidak mematuhi regulasi pajak yang dapat mengakibatkan sanksi dan 

denda (Murniwati & Ismail, 2024).  

Dengan mengidentifikasi dan memahami permasalahan-permasalahan ini, penelitian 

ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi 

akuntansi yang efektif di PT. Putra Dumas Lestari, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, 

akurasi, dan kepatuhan terhadap regulasi pajak yang berlaku. Dalam keberhasilan sebuah 

perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya 

yang telah dimilikinya, seperti mengenai sumber daya manusia (RAHMADANI, 2018). 

perencanaan, keuangan, dan teknologi. Dengan tingkat keahlian yang tinggi dan sesuai 

dengan bidang yang dibutuhkan seperti system informasi akuntansi, seseorang akan 

mampu menjalankan operasional perusahaan sesuai rencana yang telah dibangun dengan 

tujuan yang sama (Saputri & Siregar, 2019).  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Yanti & Mustoffa, 2022), berjudul 

menyimpulkan bahwa system informasi akuntansi penggajian pada PT Daria Dharma 

Pratama Air Berau sudah berjalan cukup baik, hanya ada beberapa yang tidak sesuai 

dengan teori yang ada seperti tidak adanya surat perubahan dan pernyataan gaji serta 

adanya perangkapan tugas. Kendala pada system informasi akuntansi penggajian PT Daria 

Dharma Pratama Air Berau yaitu surat perintah kerja lembur yang dibuat karayawan belum 

sampai ke HRD, pencatat waktu hadir mengalami gangguan/error sehingga pekerjaan jadi 

terkendala serta system pada penggajian masih menggunakan Microsoft excel atau word 

yagn belum menggunakan aplikasi khusus.  

Berdasarkan penelitian oleh (Triasari et al., 2022) menyimpulkan bahwa system 

informasi penggajian dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh ) khusus pasal 21 saat ini 

pada PT. Infra Indonesia masih dilakukan secara manual dan banyak ditemukan salah 

perhitungan karena Human Error. Hal ini merugikan karyawan dan juga perusahaan. 

Penelitian oleh (Suprihati & Kristiyanti, 2021) menyimpulkan bahwa system informasi 

penggajian PT Indah Yatama Air Cargo Jateng belum sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Mulyadi dan system informasi akuntansi penggajian dalam upaya 

pengendalian internal PT Indah Yatama Air Cargo Jateng belum sepenuhnya mendukung 

unsur pengendalian internal terkait dengan penggjaian karena ada beberapa fungsi yang 

belum terpisah.  

Penelitian (Astari & Marlina, 2022) meneliti analisis sistem informasi akuntansi 

penggajian pada PT. Galang Insan Pratama. Penelitian ini menemukan bahwa sistem 

manual menyebabkan ketidakakuratan dalam penggajian dan menyarankan implementasi 

sistem informasi berbasis komputer. (Iqbal et al., 2024) fokus pada optimalisasi sistem 

informasi penggajian dan perhitungan PPh pada PT. Gramaselindo Utama. Mereka 
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menunjukkan bahwa sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi 

operasional. Penelitian (Suprihati & Kristiyanti, 2021) menganalisis penerapan sistem 

informasi akuntansi penggajian untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal di 

PT. Sriwijaya 87. 

Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi meningkatkan 

keandalan dan efisiensi proses penggajian.Penelitian ini memperbarui dan memperluas 

temuan dari penelitian sebelumnya dengan beberapa cara: Implementasi Sistem TER (Tarif 

Efektif Rata-rata). Tarif Efektif Rata-rata (TER) adalah tarif pajak rata-rata yang 

diterapkan pada penghasilan kena pajak seseorang setelah memperhitungkan berbagai 

elemen penghasilan dan pengurangan yang berlaku (Aalin, 2018). Penelitian ini fokus pada 

penerapan TER dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebuah aspek yang belum dibahas secara 

mendalam dalam penelitian sebelumnya. Dengan memfokuskan pada TER, penelitian ini 

menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan perubahan regulasi terbaru. Integrasi Modul 

Penggajian, Absensi, dan Perpajakan: Penelitian ini mengembangkan dan menguji sistem 

informasi yang mengintegrasikan ketiga modul ini, memastikan data yang konsisten dan 

akurat dari absensi hingga pelaporan pajak. Ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang 

cenderung fokus pada salah satu aspek saja.  

Pendekatan Proses Bisnis yang Komprehensif: Penelitian ini tidak hanya 

mengevaluasi sistem informasi akuntansi dari segi teknis tetapi juga mempertimbangkan 

alur kerja bisnis dan proses pengambilan keputusan di PT. Putra Dumas Lestari. Penelitian 

ini menggunakan data terbaru dari PT. Putra Dumas Lestari, termasuk data absensi, 

penggajian, dan perpajakan dari tahun 2022-2023. Data ini memberikan wawasan yang 

lebih akurat mengenai kondisi terkini dan kebutuhan spesifik perusahaan. Kemudian, 

melakukan analisis mendalam mengenai dampak implementasi sistem informasi akuntansi 

terhadap efisiensi operasional dan kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi 

efektivitas sistem dalam berbagai skenario bisnis dan perubahan regulasi. Dengan 

demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam literatur sistem informasi 

akuntansi dan perpajakan dengan menawarkan solusi praktis dan terukur untuk mengatasi 

keterbatasan sistem manual, meningkatkan efektivitas operasional, dan memastikan 

kepatuhan terhadap regulasi pajak yang berlaku. 
 

2. KAJIAN PUSTAKA  

Sistem Informasi Akuntansi  

Sistem informasi akuntansi menurut Kasmir adalah sistem yang memproses data 

dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, 

mengendalikan dan pengoperasian bisnis (Astari & Marlina, 2022; Iqbal et al., 2024; 

Sanjaya et al., 2024). Dengan ada sistem akuntansi yang mencukupi, menyebabkann 

akuntan perusahaan bisa mempersiapkan informasi keuangan untuk tiap tingkatan 

manajemen, para pemilik, kreditur dan para pemakai laporan keuangan (stakeholder) lain 

disebabkan atas pengambilan keputusan ekonomi (Erlangga & Sabine, 2023). 

Penggajian Karyawan 

Menurut (Setiawan & Aisyiah, 2019) gaji umumnya yaitu pembayaran atas 

penyerahan jasa yang dilaksanakan oleh karyawan yang memiliki jenjang jabatan 

manajaer, melainkana unutk upah umumnya adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang 

dilasanakan oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayar dengan tetap per 

bulan, sedangkan upah dibayar terkait hari kerja, jam kerja atu jumlah satuan produk yang 

dihasilkan oleh karyawan. Menurut (Aura & Kamilah, 2024), Pengusaha menyusun 

struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan 

dan kompetensi. Ini berarti jabatan dan upah berbanding lurus. Masih berkaitan dengan 
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upah, Pasal 92 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatakan bahwa pengusaha melakukan 

peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan 

produktivitas.  

Adapun peninjauan upah tersebut menurut penjelasan pasal ini dilakukan untuk 

penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan 

perusahaan (bahardiansyah et al., 2022; Erlangga & Sabine, 2023; Mulia et al., 2022). 

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)  

Menurut (Khomsiyah, 2022; Setiabudi, 2019; Zulhendra & Amalia, 2022), pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) 

menerangkan bahwa Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, 

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 

Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapaun sehubungan dengan pekerjaan 

atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang menjadi Subjek 

Pajak dalam negeri. 

Regulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Terbaru  

Pada awal tahun 2024 telah terjadi regulasi PPh Pasal 21. Pemerintah telah 

mengatur kembali pemotongan PPh pasal 21 yang terutang dalam Peraturan Pemerintah 

(PP) No 58 Tahun 2023 tentang tarif Pemotongan PPh pasal 21 atas Penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Skema tariff 

pemotongan PPh pasal 21 terbagi menjadi dua bagian yakni: tarif berdasarkan Pasal 17 

ayat (1) huruf a UU PPh yang dimana perhitungan PPh pasal 21 setahun di masa pajak 

terakhir, dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pemotongan PPh pasal 21 ini untuk 

menghitung pajak penghasilan pasal 21 di masa pajak selain Masa Pajak Terakhir atau 

secara bulanan dan harian. Dasar hokum perhitungan PPh pasal 21 terbaru ini sesuai 

dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang 

harmonisasi peraturan perpajakan (HPP).  

Tarif Efektif Rata-rata (TER) adalah tarif pajak rata-rata yang diterapkan pada 

penghasilan kena pajak seseorang setelah memperhitungkan berbagai elemen penghasilan 

dan pengurangan yang berlaku (Aalin, 2018). TER dirancang untuk menyederhanakan 

proses perhitungan pajak dan memberikan kepastian bagi wajib pajak mengenai jumlah 

pajak yang harus dibayarkan.  

Cara penghitungannya adalah sebagai berikut:  

1) Hitung Penghasilan Bruto: Jumlahkan seluruh penghasilan karyawan sebelum pajak, 

termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan lain-lain.  

2) Kurangi Pengurangan yang Diperbolehkan: Kurangkan penghasilan bruto dengan 

pengurangan yang diperbolehkan seperti iuran pensiun, asuransi kesehatan, dan 

pengurangan lain yang diatur oleh undang-undang.  

3) Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): Setelah mendapatkan penghasilan bersih 

(penghasilan bruto dikurangi pengurangan), hitung penghasilan kena pajak.  

4) Terapkan TER: Gunakan tarif efektif rata-rata yang berlaku untuk menghitung jumlah 

pajak yang harus dibayar berdasarkan PKP.   
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Jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan PKP. Perbedaan Utama antara Metode 

TER dan Metode Perhitungan Sebelumnya (Pohan, 2019): 

1) Simplicity: Metode TER lebih sederhana dibandingkan dengan metode perhitungan 

progresif sebelumnya yang memerlukan penerapan tarif pajak berbeda pada berbagai 

lapisan penghasilan. TER mengkonsolidasikan tarif menjadi satu tarif rata-rata yang 

diterapkan pada seluruh penghasilan kena pajak.  

2) Kepastian Pajak: TER memberikan kepastian kepada wajib pajak mengenai jumlah 

pajak yang harus dibayar. Dengan metode progresif, jumlah pajak yang harus dibayar 

bisa bervariasi tergantung pada tingkat penghasilan dan tarif pajak yang berlaku untuk 

setiap lapisan penghasilan. 

3) Efisiensi Administratif: Penerapan TER mengurangi beban administratif bagi 

perusahaan dan otoritas pajak karena perhitungan pajak menjadi lebih sederhana dan 

mudah diimplementasikan dalam sistem informasi akuntansi.  

4) Penyesuaian dengan Perubahan Regulasi: TER mempermudah penyesuaian dengan 

perubahan regulasi pajak karena tarif efektif rata-rata bisa disesuaikan lebih mudah 

dibandingkan dengan mengubah beberapa tarif pada berbagai lapisan penghasilan. 

Dengan penerapan TER, diharapkan perusahaan dapat menghitung dan membayar 

pajak penghasilan karyawan dengan lebih tepat waktu dan akurat, mengurangi risiko 

kesalahan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak yang berlaku.  

Menurut (Harun, 2022; Kriswanta et al., 2021; Sari et al., 2021), secara umum yang 

dimaksud dengan karyawan adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan atau lembaga 

dan digaji dengan uang. Atau karyawan dapat diartikan juga sebagai orang yang bertugas 

sebagai pekerja pada suatau perusahaan atau lembaga untuk melakukan operasional tempat 

kerjanya dengan balas jasa berupa uang. Karyawan atau wajib pajak memiliki hak untuk 

mendapatkan nilai penghasilan yang terbebas dari pajak atau biasa disebut Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

101/PMK.010/2016, gaji minimum tidak kena pajak sebesar Rp. 4.500.000 per bulan atau 

kurang dari jumlah itu tidak diwajibkan membayar pajak 
 

3. METODE PENELITIAN 

Berisi bagaimana data dikumpulkan, sumber data dan cara analisis data 

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode 

yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang 

diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian mendesripsikan 

permasalahan atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah saat penelitian 

dilaksanakan data penelitian kemudian di olah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya 

(Yuliani & Siliwangi, 2018). Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk 

memperoleh data dan infromasi yang saling menunjang dan melengkapi tentang data 

penggajian pada PT. Putra Dumas Lestari. Metode Observasi merupakan suatu metode 

penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti 

terhadap data-data kepegawaian serta menganalisa sistem yang dibutuhkan untuk 

mengetahui unsur-unsur dari sistem tersebut.  

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia 

(Bandjer et al., 2021). Observasi juga dipahami sebagai “andalan perusahaan etnografi”, 

maksudnya adalah observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas 

manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus 

dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Metode Wawancara 
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merupakan suatu metode untuk mendapatkan data dengan tanya jawab secara lisan yang 

dilakukan oleh Narasumber yang berada di lingkungan perusahaan PT.Putra Dumas 

Lestari.  

Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai teknik yang dipilih untuk 

diterapkan pada kelompok eksperimen, yang dalam hal ini adalah personalia dan pihak 

yang berwenang di Perusahaan. Karena dengan adanya metode wawancara, apa yang 

menjadi permasalahan, kendala dan kondisi yang sebenarnya dapat diketahui dan 

disimpulkan, sehingga informasi yang ingin didapat lebih lengkap dan efektif.  

Metode dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai perhitungan 

penggajian dan pengenaan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan mulai dari tahun 2019 

sampai dengan bulan Maret 2024. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti 

akan menganalis dokumen tersebut 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis tentang Sistem Informasi 

Akuntansi di PT Putra Dumas Lestari. Wawancara dilakukan dengan manajer, supervisor, 

karyawan, dan staf administrasi. 

1. Penggunaan SIA dalam Penggajian dan PPh 21 

a) Implementasi dan Integrasi: Perusahaan telah menggunakan SIA untuk mengelola 

penggajian sejak tahun 2010. SIA terintegrasi dengan sistem kehadiran karyawan, 

memastikan konsistensi dan akurasi data. 

b) Efisiensi dan Akurasi: SIA telah meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam 

pengelolaan penggajian dan perhitungan PPh 21 dibandingkan dengan metode 

manual. 

c) Fitur dan Mekanisme: SIA dilengkapi dengan fitur perhitungan otomatis yang 

mengikuti peraturan pajak yang berlaku. Sistem ini memfasilitasi pembuatan 

laporan penggajian dan menyimpan data historis untuk audit dan pelaporan 

perpajakan. 

d) Kendala dan Solusi: Kendala yang pernah dihadapi meliputi kesulitan integrasi 

data awal, penyesuaian sistem untuk kebutuhan spesifik perusahaan, dan 

pemahaman pengguna. Perusahaan telah mengatasi kendala tersebut melalui 

pelatihan pengguna, pembaruan sistem secara berkala, dan kolaborasi dengan tim 

IT. 

2. Panduan dan Prosedur Standar 

a) Prosedur Terstruktur: Perusahaan memiliki panduan dan prosedur standar untuk 

penggunaan SIA dalam penggajian, mencakup langkah-langkah teknis, penginputan 

data, perhitungan gaji, dan verifikasi. 

b) Langkah-langkah Perhitungan PPh 21: Langkah-langkah yang diambil untuk 

memastikan perhitungan PPh 21 yang benar meliputi: 

- Pemahaman Aturan PPh 21 

- Konfigurasi Sistem 

- Pengujian Sistem 

- Validasi Data Karyawan 

- Monitoring dan Review Berkala 

- Pembaruan Peraturan Pajak 

- Pelatihan dan Edukasi 

3. Audit dan Penanganan Kesalahan 

a) Frekuensi Audit: Frekuensi audit data penggajian bervariasi, meliputi audit 

harian, mingguan, bulanan, dan sesuai kebutuhan. 
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b) Penanganan Kesalahan: Langkah-langkah penanganan kesalahan meliputi: 

- Identifikasi Masalah 

- Verifikasi Data 

- Konsultasi dengan Tim Terkait 

- Koreksi Data 

- Komunikasi dengan Karyawan 

- Audit Ulang 

- Peningkatan Sistem 

- Laporan dan Dokumentasi 

4. Dampak SIA terhadap Efisiensi dan Kepuasan Karyawan 

a) Persepsi Positif: Supervisor, karyawan, dan staf administrasi merasakan manfaat 

SIA dalam mempermudah tugas mereka, meningkatkan efisiensi, dan 

meningkatkan akurasi data. 

b) Kecepatan Pembaruan Data: SIA dapat memperbarui perubahan data karyawan atau 

peraturan PPh 21 secara real-time atau dalam hitungan menit. 

c) Kemudahan Penggunaan: SIA dinilai mudah digunakan dengan antarmuka yang 

user-friendly dan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan. 

d) Kejelasan Informasi: Informasi mengenai potongan PPh 21 pada slip gaji dinilai 

cukup jelas, meskipun ada saran untuk meningkatkan penjelasan mengenai dasar 

perhitungan. 

e) Respon dan Dukungan: Respon dan dukungan dari departemen HR dan IT dinilai 

sangat baik, dengan komunikasi yang terbuka dan dukungan teknis yang memadai. 

 Implementasi SIA di PT Putra Dumas Lestari telah memberikan dampak positif 

yang signifikan dalam pengelolaan penggajian dan perhitungan PPh 21. SIA telah 

meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan terhadap peraturan pajak. Perusahaan 

telah melakukan upaya yang baik dalam mengelola kendala dan memastikan bahwa 

sistem ini digunakan secara efektif dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Tampilan Slip Gaji dan Perhitungan PPh Pasal 21 Per Bulan 
 

 Pada gambar diatas merupakan slip gaji karyawan yang telah di potong dengan PPh 

Pasal 21. Pada data ini memuat nama karyawan, kode absen, gaji pokok, tunjangan, 
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biaya jabatan, Jaminan Hari Tua (JHT), Pensiun, pemotongan PPh Pasal 21, dan terakhir 

pendapatan gaji karyawan per bulan setelah pajak. 

 Pada data diatas menunjukkan bahwa atas nama Wandiyanto tidak dilakukan 

pemotongan PPh Pasal 21. Sedangkan atas nama Rudy Hartama dikenakan PPh Pasal 21 

sebesar Rp. 56.800 setiap bulan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak semua 

karyawan tidak dikenakan PPh pasal 21. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan 
 

Pada gambar diatas, merupakan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 

karyawan. Pada data ini memuat gaji perbulan dan pertahun, tunjangan, Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Setelah mendapatkan 

PKP maka selanjutnya akan dihitung jumlah PPh Pasal 21 yang dikenakan atas gaji 

karyawan. 

Pada data diatas, menunjukkan bahwa terdapat karyawan yang jumlah PKP bernilai 

minus. Hal itu artinya adalah jumlah PTKP karyawan melebihi jumlah pendapatan atau 

gaji karyawan per tahun. Oleh karena itu, karyawan tersebut tidak dikenakan PPh Pasal 

21. Sedangkan PKP yang bernilai positif berarti bahwa karyawan tersebut memiliki 

jumlah PTKP yang melebihi pendapatan gaji per tahun yang akan menjadi dasar 

pengenaan PPh Pasal 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pemotongan dan Tarif PPh Pasal 21 
 

Pada gambar diatas merupakan lanjutan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan. Pada 

data ini berisi tentang jumlah PKP, Pemotongan PPh Pasal 21, gaji bersih per tahun dan 

per bulan, serta pengenaan pajak per bulannya. Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan, pada tahun 2023 terdapat karyawan yang dikenakan PPh Pasal 21 atas nama 

Rudy Hartama dan Alvaro Reagen dengan tarif masing-masing yaitu 5%. Maka 

pemotongan PPh Pasal 21 atas nama karyawan tersebut adalah Rp. 681.600 dan Rp. 

402.000 per tahun. Sedangkan untuk karyawan yang lain tidak dikenakan PPh Pasal 21. 
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Gambar 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tahun 2022 

  

 Pada tahun 2022, karyawan yang dikenakan atas PPh Pasal 21 adalah Rudi Hartama 

sebesar Rp. 120.600 per tahun atau setara dengan Rp. 10.050 per bulan. Sedangkan untuk 

karyawan lainnya tidak dikenakan PPh Pasal 21 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5. Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2019-2021 
 

Berdasarkan pada data diatas menunjukkan bahwa selama 3 tahun berturu-turut 

mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tidak terdapat pemotongan dan 

pengenaan PPh Pasal 21, hal ini disebabkan oleh terjadinya wabah virus Covid-19 yang 

mengakibatkan banyaknya karyawan yang bekerja dari rumah dan diliburkan. Hal itu 

berdampak pada pengurangan gaji karyawan akibat lumpuhnya perekonomian dan 

distibusi dari segala bidang usaha. 

Selanjutnya hasil wawancara penulis terkait PPh pasal 21 TER dengan Pak Demmy 

selaku manajer lapangan. PT Putra Dumas Lestari memiliki 53 karyawan. Rata-rata gaji 

karyawan adalah Rp 5 juta per bulan. Perusahaan memiliki kombinasi karyawan tetap 

dan karyawan kontrak. Semua karyawan telah memiliki NPWP. Perusahaan telah 

mendaftarkan karyawannya dalam program JHT, JKK, dan JKM. 

1. Penggajian dan Pemotongan PPh 21 

a) Sistem Penggajian: Perusahaan telah menerapkan SIA untuk mengelola 

penggajian dan perhitungan PPh 21. 

b) Pemotongan Gaji: Perusahaan menerapkan kebijakan pemotongan gaji untuk 

beberapa alasan, seperti utang karyawan, kelebihan bayar gaji, ganti rugi 

perusahaan, dan unpaid leave. 

c) Pemotongan PPh 21: Perusahaan telah memotong PPh 21 setiap tahunnya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

d) Metode Perhitungan PPh 21: SIA menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) untuk 

pemotongan pajak bulanan dari Januari hingga November dan tarif progresif 

pasal 17 UU PPh untuk pemotingan pajak pada masa pajak terakhir atau 

desember. 

2. Implementasi Sistem TER 

a) Perubahan Sistem: Pada awal tahun 2024, perusahaan telah menerapkan sistem 
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TER untuk perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan terbaru. 

b) Penerapan Sistem TER: Perusahaan telah merealisasikan tarif TER sejak bulan 

Januari 2024. 

3. Persepsi tentang Sistem TER yaitu Efisiensi: Sistem TER dianggap lebih efektif 

karena mengharmonisasikan pemotongan PPh 21 dengan penghasilan karyawan yang 

diterima dari berbagai sumber, termasuk penghasilan dari perusahaan asing. 

PT Putra Dumas Lestari telah menunjukkan komitmennya dalam menerapkan sistem 

informasi akuntansi yang terintegrasi untuk mengelola penggajian dan perhitungan 

PPh Pasal 21. Perusahaan telah beradaptasi dengan perubahan peraturan perpajakan, 

khususnya dengan penerapan sistem TER. SIA telah membantu dalam meningkatkan 

efisiensi dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan Website Perhitungan PPh Pasal 21 Ter 
 

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat perhitungan terbaru yang dapat 

diakses secara online. Dengan perhitungan terbaru ini lebih memudahkan staff accounting 

untuk mengetahui pengenaan pajak karyawan secara langsung setiap bulannya tanpa 

menghitung secara manual untuk pertahun. Perhitungan dan Pengenaan PPh Pasal 21 TER 

dinilai lebih efektif daripada sistem yang terdahulu. Hanya saja tidak memuat nama 

karyawan, maka staff accounting akan memuat data beserta nama karyawan. 
 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1) Perhitungan gaji karyawan PT. Putra Dumas Lestari dilakukan dengan menggunakan 

software Microsoft excel. Perhitungan ini berdasarkan dari jumlah absensi manual 

maupun finger print para karyawan PT. Putra Dumas Lestari dan juga sesui dengan skill 

yang dimiliki.  

2) Sedangkan untuk perhitungan dan pengenaan PPh Pasal 21 pada PT. Putra Dumas 

Lestari dari tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2024 terdapat perbedaan yang 

signifikan. Dimana pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, pengenaa PPh Pasal 21 

masih menggunakan perhitungan manual untuk pertahun, yang kemudian akan dibagi 

untuk perbulan sebagai pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. Hal ini menjadi 

tidak akurat dikarenakan PPh Pasal 21 yang di potong berdasarkan dari gaji tertinggi di 

setiap bulannya, yang mengakibatkan jika gaji karyawan tidak sama di setiap bulannya 

akan merugikan karyawan.  

3) Adanya perhitungan PPh Pasal 21 TER diharapkan dapat lebih mudah dalam 

pengenaan PPh Pasal 21. Hal itu dikarenakan pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 

TER berdasarkan gaji setiap karyawan per bulan. Dengan kata lain pajak yang 

dikenakan disesuaikan dengan gaji yang dikeluarkan per bulannya. 
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Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah agar PT. Putra Dumas Lestari dapat 

mengintegrasikan sistem informasi akuntansi dalam penggajian dan pengenaan pajak 

penghasilan sesuai dengan pasal 21 (PPH 21) yang berlaku. 
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